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BAB V 

KESIMPULAN 

Setelah diuraikan hasil analisis penulisan pada bab-bab sebelumnya maka 

pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan hakim dalam konvensi yaitu cacat formil yang timbul atas

kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan sebagai 

gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu 

klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu 

gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan 

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

2. Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan tingkat pertama yaitu mengajukan 

(ulang) dengan gugatan baru atau menempuh upaya hukum banding. Dalam hal putusan 

belum masuk ke pokok perkara Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan 

memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tetapi jika putusan 

sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap 

dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama 
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